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 Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam 

administrasi keuangan RT 01 RW 07 Desa Bangah. 

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip 

tata kelola pemerintahan yang baik yang menekankan 

berbagi informasi dan tanggung jawab publik 

(Dwiyanto, 2006). Penelitian ini menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan 

melalui observasi, dokumentasi laporan keuangan, 

dan informasi dari pengurus RT. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa laporan akuntabilitas 

dipresentasikan pada rapat tahunan, dan laporan 

keuangan diberikan kepada grup WhatsApp warga di 

akhir setiap bulan. Akuntabilitas dicapai melalui 

proses persetujuan, dan pengurus bertanggung jawab 

untuk menginformasikan warga tentang bagaimana 

dana digunakan. Praktik-praktik ini menunjukkan 

komunikasi yang efektif dan struktur yang jelas, 

seperti yang direkomendasikan oleh Edward III 

(1980), berdasarkan analisis yang dilakukan 

menggunakan pendekatan implementasi kebijakan. 

Untuk memastikan praktik transparansi lebih 

sistematis dan berkelanjutan, penelitian ini 

merekomendasikan peningkatan sistem dokumentasi 

arsip digital. 

Keywords: Transparansi, 

Akuntabilitas, Tata Kelola 

yang Baik. 

 

PENDAHULUAN  
Tata kelola yang baik adalah inti dari sistem administrasi publik modern. Ini menunjukkan 

bahwa semua pegawai negeri harus menjalankan tugas mereka secara efektif, efisien, terbuka, dan 

bertanggung jawab. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik juga harus diterapkan oleh organisasi 

masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat, seperti asosiasi warga (RW) dan asosiasi 

lingkungan (RT). Mereka adalah bagian dari lembaga pemerintah pusat dan daerah. Meskipun 

berada di tingkat lokal, RT dan RW secara strategis terlibat dalam mengelola berbagai masalah 

masyarakat, seperti kegiatan sosial, pengembangan lingkungan, dan manajemen dana warga. Iuran 
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rutin warga seringkali menjadi sumber pengelolaan keuangan lingkungan. Dana biasanya 

digunakan untuk tujuan bersama, seperti kegiatan sosial, perawatan fasilitas lingkungan, 

keamanan, dan kegiatan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan dana ini pada dasarnya 

dikategorikan sebagai pengelolaan dana publik karena digunakan untuk kepentingan bersama. 

Masyarakat sebagai pihak yang memberikan kontribusi harus memiliki sistem yang transparan dan 

akuntabel. 

Transparansi adalah dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi mengacu 

pada ketersediaan informasi kepada publik tentang berbagai tindakan yang dilakukan oleh pihak 

berwenang atau organisasi berwenang. Menurut Dwiyanto (2006), transparansi membutuhkan 

akses informasi yang luas dan mudah diakses agar masyarakat dapat memahami proses 

pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya yang diawasi oleh organisasi publik atau 

pemerintah. Karena transparansi ini, masyarakat dapat melihat bagaimana pegawai negeri 

melakukan pekerjaan mereka dan bagaimana organisasi yang bertanggung jawab atas kepentingan 

publik melakukan pekerjaan mereka. Akuntabilitas dan transparansi adalah prinsip tata kelola yang 

sangat penting. Semua kebijakan, tindakan, dan pemanfaatan sumber daya harus dilaporkan kepada 

publik oleh manajer pemerintah dan organisasi publik. Akuntabilitas sektor publik membutuhkan 

sistem akuntabilitas yang jelas untuk manajemen keuangan, mulai dari perencanaan dan 

implementasi hingga pelaporan kepada pemangku kepentingan, menurut Mardiasmo (2018). 

Adanya akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai apakah manajemen keuangan telah 

dilakukan dengan baik, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan lingkungan sangat penting untuk 

menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pengelola lingkungan. Ketika informasi tentang 

pengelolaan keuangan dibagikan secara terbuka dan jelas, publik akan merasa lebih yakin bahwa 

dana yang mereka sumbangkan benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama. Sebaliknya, 

jika pengelolaan keuangan tidak transparan, kesalahpahaman, dan ketidakpercayaan publik 

meningkat. Keadaan ini dapat berdampak pada interaksi sosial antara pengelola lingkungan dan 

penduduk setempat, serta mengurangi keterlibatan publik dalam upaya lingkungan. Akuntabilitas 

dan transparansi dalam pengelolaan keuangan lingkungan sangat penting untuk menumbuhkan 

kepercayaan publik terhadap pengelola lingkungan. Ketika informasi tentang pengelolaan 

keuangan dibagikan secara terbuka dan jelas, publik akan merasa lebih yakin bahwa dana yang 

mereka sumbangkan benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama. Sebaliknya, jika 

pengelolaan keuangan tidak transparan, kesalahpahaman, dan ketidakpercayaan publik meningkat. 

Keadaan ini dapat berdampak pada interaksi sosial antara pengelola lingkungan dan penduduk 

setempat, serta mengurangi keterlibatan publik dalam upaya lingkungan. 

Pada kenyataannya, pengelolaan keuangan di tingkat komunitas masih menghadapi sejumlah 

masalah. Laporan penggunaan dana tidak selalu diserahkan atau dijelaskan secara menyeluruh. Ini 

merupakan masalah umum yang menyebabkan masyarakat tidak dapat memperoleh gambaran 

yang jelas tentang kondisi keuangan lingkungan. Akibat keadaan ini, harapan masyarakat terhadap 

pengelolaan keuangan yang terbuka dan keadaan sebenarnya mungkin berubah. Sebaliknya, 

transparansi dan akuntabilitas dapat memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan 

mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan. Ketika masyarakat tahu tentang 

pengelolaan keuangan, mereka akan lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Selain itu, keterbukaan informasi dapat 

meningkatkan rasa solidaritas dan membuat masyarakat lebih memiliki terhadap berbagai program 

yang dilakukan di lingkungan mereka. 

Perkembangan terbaru dalam teknologi komunikasi juga membuka peluang baru untuk 
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meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan lokal. Penggunaan alat komunikasi digital 

seperti aplikasi pesan instan memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas. Melalui 

media ini, pengelola lingkungan dapat menyampaikan laporan keuangan rutin untuk membantu 

masyarakat mengatur penggunaan dana lingkungan. Hal ini menunjukkan bagaimana kemajuan 

dalam sistem komunikasi dapat memungkinkan pengelolaan lingkungan yang lebih adil dan jelas. 

Dari sudut pandang implementasi kebijakan publik, prinsip akuntabilitas dan transparansi 

bergantung pada banyak hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, selain adanya aturan 

atau komitmen formal. Menurut Edward III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat komponen utama: struktur organisasi, komunikasi, sumber daya, dan sikap pelaksana. 

Sangat penting untuk berkomunikasi dengan baik agar publik dapat memahami informasi tentang 

sistem pelaporan atau kebijakan. Sumber daya yang memadai juga diperlukan untuk mendukung 

pencatatan keuangan yang baik dan pelaksanaan administrasi. Selain itu, cara pelaksana kebijakan 

dalam hal administrator lingkungan, melihat manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. 

Di RT 01 RW 07 Desa Bangah, Anda dapat melihat contoh transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan lingkungan. Pengurus RT di wilayah tersebut sedang berusaha untuk 

menerapkan sistem pelaporan keuangan yang terbuka bagi warga. Sebagai cara untuk memberi 

masyarakat pemahaman tentang cara pemasukan dan pengeluaran dana lingkungan, laporan 

keuangan dikirim secara rutin ke grup WhatsApp warga setiap akhir bulan. Selain itu, pengurus 

RT juga mengadakan rapat pertanggungjawaban tahunan yang melibatkan seluruh warga. Rapat 

ini digunakan untuk menyampaikan laporan keuangan secara langsung dan memungkinkan 

masyarakat untuk mengajukan pertanyaan, saran, dan kritik tentang pengelolaan dana lingkungan. 

Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya di tingkat masyarakat untuk menciptakan sistem 

pengelolaan keuangan yang lebih terbuka dan di mana semua orang dapat berpartisipasi. Adanya 

forum pertanggungjawaban yang melibatkan warga dan sistem pelaporan yang transparan 

memungkinkan masyarakat untuk mengawasi pengelolaan dana lingkungan. Selain itu, praktik ini 

dapat meningkatkan hubungan antara RT dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan warga 

terhadap pengelolaan keuangan lingkungan. 

Dengan demikian, masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana prinsip transparansi 

diterapkan dalam pengelolaan keuangan RT 01 RW 07 Desa Bangah, dan (2) bagaimana pengurus 

RT bertanggung jawab atas dana kepada warga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat 

bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan keuangan lingkungan dan 

sejauh mana metode ini dapat membantu tata kelola yang baik di tingkat RT. 

 

LANDASAN TEORI  

 Keuangan publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai bentuk 

tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan dan sumber daya publiknya. Keuangan 

publik menganalisis hasil dari kinerja pemerintah melalui kebijakan fiskal, pendapatan dan 

pengeluaran pemerintah, manajemen utang publik, efisiensi dan efektivitas anggaran, dan 

bagaimana dampak alokasi anggaran pemerintah terhadap perekonomian masyarakat secara 

keseluruhan. Keuangan publik menjadi acuan bagaimana pemerintah melakukan pengadaan, 

pemeliharaan, dan segala pengeluaran yang dilakukan untuk menjalankan tugas. Menurut Harvey 

S. Rosen dan Ted Gayer dalam bukunya, Public Finance disebut juga dengan istilah Ekonomi 

Publik, yang mengatakan bahwa keuangan publik membahas mengenai analisis berbagai pajak 

pemerintah dan kebijakan pembelanjaannya (Jaelani, 2018). Keuangan publik menjadi acuan 

dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil dari keputusan yang diambil 

pemerintah akan sangat besar dampaknya pada ekonomi dan keuangan rumah tangga dan swasta 
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di wilayah tersebut. Sehingga penting menganalisis keuangan publik melalui hasil pendapatan, 

belanja pemerintah, belanja alokasi sumber dana, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. 

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan berkaitan dengan konsep keuangan publik, transparansi, 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, khususnya pada tingkat desa atau 

lingkungan masyarakat. 

1. Konsep Keuangan Publik 

Keuangan publik adalah bidang ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah 

memperoleh pendapatan dan bagaimana pendapatan tersebut dialokasikan dan digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pemerintahan, keuangan publik mencakup 

seluruh proses pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah. Dalam praktiknya, keuangan publik 

adalah instrumen utama pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan, 

pelayanan publik, dan kebijakan sosial dan ekonomi. Pengelolaan yang baik dari keuangan 

publik memungkinkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas umum, meningkatkan 

kualitas pendidikan dan kesehatan, memperbaiki infrastruktur, dan mengurangi 

kesenjangan sosial.  

Oleh karena itu, pengelolaan yang baik memungkinkan pemerintah untuk 

mengurangi kesenjangan sosial. Untuk memastikan bahwa setiap dana digunakan dengan 

cara yang paling menguntungkan bagi masyarakat, pengelolaan keuangan publik harus 

dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Selain itu, transparansi sangat penting 

karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan 

digunakan. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana 

keuangan pemerintah digunakan. Sebaliknya, prinsip yang tidak kalah penting adalah 

akuntabilitas, yang berarti bahwa pemerintah atau pihak yang mengelola dana publik harus 

bertanggung jawab atas penggunaan anggaran secara transparan dan sesuai dengan 

peraturan.  

2. Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik 

Salah satu prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

adalah transparansi. Prinsip ini menekankan betapa pentingnya pemerintah harus transparan 

dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang proses, kebijakan, dan hasil 

pengelolaan keuangan publik. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana 

pemerintah mengelola sumber daya publik. Ini menghasilkan hubungan yang lebih 

transparan antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat 

untuk berperan sebagai pengamat dan penerima kebijakan. Transparansi, menurut 

Mardiasmo (2006), didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan 

informasi tentang operasi pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang 

membutuhkannya. Informasi yang dimaksud tidak hanya mencakup laporan keuangan; itu 

juga mencakup program, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan penggunaan dana publik. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki pemahaman 

yang lebih baik tentang cara anggaran disusun, digunakan, dan sejauh mana itu bermanfaat 

bagi kepentingan bersama. Abdul Hafiz Tanjung (2011) menyatakan bahwa transparansi 

adalah bentuk keterbukaan pemerintah dan kejujuran kepada masyarakat. Ini didasarkan 

pada gagasan bahwa orang harus memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh 

tentang siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang diberikan 

kepadanya. Keterbukaan ini menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah 

karena orang dapat melihat secara langsung bagaimana pemerintah melakukan tugas dan 
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tanggung jawabnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik. 

Transparansi juga terkait dengan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi. 

Informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses akan membuat masyarakat lebih mudah 

memahami dan menilai kinerja pemerintah. Selain itu, informasi yang terbuka mendorong 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses mengawasi pengelolaan keuangan publik. 

Dengan demikian, transparansi dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk mencegah 

penyalahgunaan pemerintah. Dalam pemerintahan masyarakat, transparansi juga penting 

untuk diterapkan. Ini termasuk pengelolaan keuangan RT. Pengurus RT, yang dipercaya 

oleh warga untuk mengelola dana untuk kegiatan lingkungan, harus menyampaikan 

informasi keuangan mereka secara terbuka kepada masyarakat. Penyebaran informasi 

keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyampaikan laporan keuangan 

secara berkala, mengumumkan penggunaan dana pada rapat warga, atau membagikan 

laporan bulanan melalui platform komunikasi seperti WhatsApp. Dengan keterbukaan 

informasi ini, masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana yang mereka 

berikan digunakan untuk kepentingan bersama, meningkatkan kepercayaan. 

3. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik 

Selain transparansi, prinsip penting lainnya dalam pengelolaan keuangan publik 

adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah atau pengelola 

anggaran untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat. Menurut 

Mardiasmo (2006), akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah 

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan laporan, serta mengungkapkan 

seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang 

memberikan amanah. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi 

juga berkaitan dengan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan secara 

bertanggung jawab. Dalam sektor publik, akuntabilitas sangat penting karena uang yang 

dikelola berasal dari masyarakat. 

Dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan 

laporan keuangan, penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta adanya mekanisme 

pengawasan oleh masyarakat. Akuntabilitas juga dapat berbentuk pertanggungjawaban 

vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban kepada 

pemerintah yang lebih tinggi, sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah 

pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah. 

4. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan keuangan desa adalah bagian dari sistem keuangan yang digunakan 

pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup warga desa. Pengelolaan keuangan desa 

harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat mengetahui 

bagaimana dana tersebut digunakan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat 

diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai perencanaan 

anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban keuangan. Informasi 

tersebut bisa diumumkan lewat berbagai cara seperti papan pengumuman, pertemuan 

warga, atau media komunikasi digital. Sementara itu, akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan desa diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan adanya laporan tersebut, masyarakat 

dapat mengetahui apakah dana yang digunakan telah sesuai dengan tujuan yang telah 

direncanakan 

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga sangat berkaitan dengan keikutsertaan 
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masyarakat dalam proses pengelolaan uang. Masyarakat bukan hanya sekedar menikmati 

manfaat, tetapi juga turut serta mengawasi dan memberikan saran terhadap kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah desa atau pengurus lingkungan. 

5. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Keuangan Publik atau Desa 

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan transparansi 

dan akuntabilitas. Dengan masyarakat terlibat dalam mengawasi proses tersebut, 

kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengelolaan uang bisa semakin kecil. Renyowijoyo 

(2013) menjelaskan bahwa transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sehingga masyarakat 

dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan.  

Masyarakat dapat terlibat dalam berbagai cara, misalnya dengan menghadiri 

pertemuan warga, memberi saran atau mengkritik cara pengelolaan uang, serta melakukan 

pengawasan terhadap penggunaan dana yang sudah disepakati bersama. Transparansi, 

akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah atau pengurus yang mengelola keuangan publik, serta 

memastikan pengelolaan keuangan yang lebih baik. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok 

bagian ini adalah (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran penelitian); (3) teknik 

pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena 

penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana proses transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Bangah, serta bagaimana praktik tersebut 

dijalankan oleh aparat desa. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih 

jelas meng Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung 

(in-depth interview) dengan informan yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam pengelolaan 

APBDes di Desa Bangah. Informan dalam penelitian ini yakni bendahara desa yang mengetahui 

proses pengolahan anggaran desa. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan 

pedoman pertanyaan agar informasi yang diperoleh tetap sesuai dengan fokus penelitian.  

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai data pendukung, 

seperti laporan iuran bulanan warga, laporan laporan iuran KOS-KOSan warga, dan laporan 

keuangan. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat dan membandingkan informasi yang 

diperoleh dari hasil wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari hasil wawancara, kemudian 

melakukan reduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan dari informasi yang telah 

diperoleh. Dengan metode ini, peneliti dapat menjelaskan bagaimana bentuk transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Bangah serta kendala yang mungkin terjadi 

dalam pelaksanaannya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan RT 1 

RW 7 Desa Bangah dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada para pengurus RT. 

Pembagian Tugas dalam Penelitian ini, (1) Ketua RT: Bapak Samsul Bahari; (2) Wakil Ketua RT: 

Bapak Hermanto; (3) Sekretaris RT: Bapak Hadi (4) Bendahara RT: Bapak Juni Siswanto. Dari 

hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi tentang bagaimana transparansi, bentuk 
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akuntabilitas, media pengumuman anggaran, serta cara pengawasan dalam pengelolaan keuangan 

di tingkat RT. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara RT, yaitu Bapak Juni Siswanto, prinsip 

transparansi diterapkan dalam pengelolaan keuangan RT 1 RW 7 Desa Bangah dengan cara 

memberikan laporan keuangan secara rutin kepada masyarakat. Setiap akhir bulan, laporan 

pembukuan keuangan dibagikan kepada warga melalui grup WhatsApp yang berisi seluruh warga 

RT. Melalui media tersebut, warga bisa mengetahui secara langsung detail pemasukan dan 

pengeluaran yang terjadi setiap bulannya. Pengelolaan dana harus transparan agar masyarakat 

dapat memantau penggunaan dana secara terbuka dan tidak ada informasi yang disembunyikan dari 

warga. 

Laporan tersebut juga menjelaskan secara jelas tentang biaya yang dibayarkan oleh warga. 

Setiap kepala keluarga warga tetap dikenai iuran bulanan sebesar Rp85.000. Iuran tersebut terdiri 

dari beberapa bagian, yaitu Rp30.000 untuk biaya pengelolaan sampah, Rp30.000 untuk biaya 

keamanan atau pengawasan, Rp10.000 untuk acara malam tirakatan, Rp10.000 untuk jimpitan, dan 

Rp15.000 untuk kegiatan sosial. 1. Bagi warga kos atau penghuni sementara, iuran yang dikenakan 

sebesar Rp30.000 per kepala keluarga atau penghuni, yang digunakan untuk biaya pengelolaan 

sampah. Dengan adanya pembagian yang jelas itu, masyarakat bisa tahu ke mana saja uang yang 

mereka bayarkan itu digunakan. 

Pengurus RT juga menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan selain 

transparansi dalam bentuk penyampaian laporan secara berkala. Akuntabilitas ini dilakukan dengan 

cara mengadakan rapat tahunan setiap akhir tahun. Dalam rapat tersebut, seluruh pengurus RT 

memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada warga. Pembukuan keuangan 

diinformasikan dan diterangkan dengan jelas kepada masyarakat, sehingga warga dapat melihat 

langsung bagaimana dana digunakan selama satu tahun. Jika terdapat hal yang dianggap kurang 

jelas atau menimbulkan pertanyaan, warga dapat langsung menanyakannya pada saat rapat 

berlangsung. Pengelolaan keuangan di RT 1 RW 7 dilakukan secara transparan dan memberikan 

ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan serta memberikan masukan. 

Setiap urusan uang biasanya didiskusikan bersama-sama dengan cara musyawarah agar 

semua pihak bisa mencapai kesepakatan yang sama. Dengan adanya musyawarah, pengambilan 

keputusan tidak hanya dilakukan oleh pengurus RT saja, tetapi juga melibatkan warga sebagai 

bagian dari masyarakat yang ikut berkontribusi dalam iuran tersebut. 

Aplikasi WhatsApp digunakan untuk membagikan laporan keuangan kepada masyarakat. 

Grup WhatsApp digunakan sebagai sarana komunikasi antara pengurus RT dan warga. Melalui 

grup tersebut, bendahara RT mengirimkan laporan keuangan setiap bulan, sehingga warga bisa 

dengan mudah mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan RT. Penggunaan media digital 

seperti WhatsApp dinilai cukup efektif karena hampir semua warga telah menggunakan aplikasi 

tersebut, sehingga informasi bisa disampaikan dengan cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat. 

Dalam hal pengawasan, warga dan pengurus RT itu sendiri yang bertanggung jawab. 

Pengurus RT terdiri dari Ketua RT, Wakil Ketua RT, Sekretaris, dan Bendahara yang masing-

masing memiliki peran dalam pengelolaan kegiatan RT. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran 

yang sangat penting dalam memantau penggunaan dana tersebut. Laporan keuangan disajikan 

secara transparan sehingga masyarakat dapat mengakses dan memeriksa rincian pembukuan yang 

telah dibuat. Jika ada tanda-tanda kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, maka 

hal tersebut akan dibicarakan bersama melalui musyawarah. Pengurus RT mengatakan bahwa 

setiap uang yang masuk dan keluar sudah dicatat dengan jelas, sehingga bila ada kesalahan, hal itu 

mudah terlihat. Pertanggung jawab atas kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana 

harus dipertanggungkan oleh pihak yang bertanggung jawab, dan mereka wajib memberikan 
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penggantian kerugian yang terjadi. Selain itu, laporan tersebut juga bisa dilaporkan atau 

diberitahukan kepada pihak desa bila dibutuhkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus RT, terlihat bahwa dalam pelaksanaannya 

tidak ada hambatan berarti yang menghambat tercapainya transparansi dalam pengelolaan 

keuangan. Hal ini terjadi karena sistem pelaporan yang digunakan berjalan dengan lancar dan 

masyarakat juga terus aktif membaca serta memperhatikan informasi yang dibagikan oleh pengurus 

RT. Pengurus RT menyatakan bahwa keterbukaan informasi telah menjadi kebiasaan dalam 

pengelolaan keuangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan. Secara umum, 

penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di RT 1 RW 7 Desa Bangah 

sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterbukaan informasi kepada 

masyarakat melalui laporan bulanan di grup WhatsApp, adanya rapat pertanggungjawaban setiap 

akhir tahun, serta adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan warga secara langsung. Selain 

itu, penggunaan cara musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah menunjukkan bahwa 

masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan uang di 

lingkungan RT.  

Secara keseluruhan, pengelolaan uang di RT 1 RW 7 Desa Bangah sudah cukup baik dalam 

hal transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterbukaan informasi kepada 

masyarakat melalui laporan bulanan di grup WhatsApp, adanya rapat pertanggungjawaban setiap 

akhir tahun, serta adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan warga secara langsung. Selain 

itu, menggunakan metode musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah menunjukkan bahwa 

masyarakat secara langsung terlibat dalam mengambil keputusan mengenai pengelolaan uang di 

lingkungan RT. 
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Gambar 1. Laporan Keuangan RT 

 

Berdasarkan laporan tersebut terlihat bahwa seluruh pemasukan dan pengeluaran dicatat 

secara rinci. Setiap transaksi ditulis dengan jelas mulai dari tanggal, keterangan kegiatan, jumlah 

uang masuk, jumlah pengeluaran, hingga saldo akhir kas RT. Misalnya terdapat pengeluaran untuk 

pembelian alat listrik, konsumsi kerja bakti, lampu penerangan, pembayaran keamanan, dan 

setoran sampah. Selain itu terdapat juga pemasukan dari iuran warga, iuran kos, serta bantuan dari 

warga. Pencatatan yang rinci seperti ini menunjukkan adanya keterbukaan dalam pengelolaan dana 

sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan uang kas RT secara jelas. 

Selain laporan keuangan bulanan, bendahara RT juga membuat data pembayaran iuran 

warga secara lengkap. Data tersebut menunjukkan warga yang telah membayar iuran setiap bulan 

sehingga memudahkan pengurus dalam melakukan pendataan dan pengawasan administrasi. 

Berikut merupakan data pembayaran iuran warga RT 01 RW 07 Tahun 2025. 
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Gambar. 2 Data Iuran Warga 

 

Dari data tersebut terlihat bahwa setiap pembayaran iuran warga dicatat secara teratur setiap 

bulan. Tanda centang pada tabel menunjukkan warga yang telah melakukan pembayaran iuran. 

Pendataan seperti ini membantu pengurus RT untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pembayaran 

warga serta mempermudah proses rekapitulasi keuangan RT. Selain itu, warga juga dapat melihat 

langsung data pembayaran tersebut sehingga tercipta keterbukaan informasi dalam administrasi 

keuangan. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa warga kos atau penghuni sementara memiliki sistem 

pembayaran tersendiri. Pengurus RT mencatat pembayaran iuran kos secara rinci berdasarkan 

nama tempat kos dan jumlah pembayaran setiap bulan. 

Berikut merupakan data iuran bulanan kos RT 01 RW 07 Tahun 2025. 
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Tabel. 3 Data Iuran Kos 

 

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa setiap tempat kos memiliki jumlah pembayaran 

yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Semua pembayaran dicatat secara 

rinci setiap bulan sehingga mempermudah pengawasan pemasukan kas RT dari sektor kos-kosan. 

Pendataan ini menunjukkan bahwa pengurus RT berusaha menjaga keteraturan administrasi 

keuangan secara menyeluruh, baik dari warga tetap maupun penghuni kos. 

Dalam pelaksanaannya, setiap kepala keluarga dikenai iuran bulanan sebesar Rp85.000. 

Iuran tersebut terdiri dari Rp30.000 untuk biaya pengelolaan sampah, Rp30.000 untuk keamanan 

lingkungan, Rp10.000 untuk kegiatan malam tirakatan, Rp10.000 untuk jimpitan, dan Rp15.000 

untuk kegiatan sosial masyarakat. Sementara itu, penghuni kos dikenai iuran sebesar Rp30.000 

yang digunakan khusus untuk biaya pengelolaan sampah. Pembagian iuran yang jelas ini membuat 

masyarakat mengetahui secara langsung tujuan penggunaan dana yang mereka bayarkan setiap 

bulan. 

Selain transparansi, pengelolaan keuangan di RT 01 RW 07 Desa Bangah juga menerapkan 

prinsip akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari adanya laporan pertanggungjawaban yang dilakukan 

pada rapat tahunan warga. Dalam rapat tersebut, pengurus RT menyampaikan seluruh pembukuan 

keuangan kepada masyarakat secara terbuka. Warga diberikan kesempatan untuk melihat laporan, 

memberikan masukan, serta menanyakan hal-hal yang dianggap kurang jelas. Dengan adanya rapat 

pertanggungjawaban ini, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan dana RT secara langsung. 

Pengambilan keputusan terkait penggunaan dana RT juga dilakukan melalui musyawarah 

bersama. Setiap kegiatan atau pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan lingkungan dibahas 

terlebih dahulu bersama pengurus dan warga agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh 

semua pihak. Cara musyawarah ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak dilakukan 

secara sepihak, melainkan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. 

Dalam hal pengawasan, seluruh pengurus RT memiliki tanggung jawab sesuai tugas 

masing-masing. Ketua RT bertugas mengawasi jalannya pengelolaan organisasi, bendahara 

bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan, sekretaris membantu administrasi, sedangkan 

warga ikut berperan dalam memantau penggunaan dana melalui laporan yang dibagikan setiap 

bulan. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, maka masalah tersebut akan 

dibahas bersama melalui musyawarah untuk mencari solusi yang tepat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus RT, tidak terdapat hambatan besar dalam 

penerapan transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan RT 01 RW 07 Desa Bangah. 
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Sistem pelaporan yang dilakukan secara rutin serta partisipasi masyarakat yang aktif membuat 

proses pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Warga juga dinilai cukup peduli terhadap 

informasi yang diberikan sehingga tercipta hubungan yang terbuka antara masyarakat dan pengurus 

RT. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di RT 01 

RW 07 Desa Bangah telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan cukup baik. 

Hal ini terlihat dari adanya laporan keuangan rutin yang dibagikan kepada masyarakat, pencatatan 

administrasi yang rinci, keterlibatan warga dalam pengawasan, serta adanya rapat 

pertanggungjawaban tahunan. Penggunaan media digital seperti WhatsApp juga membantu 

penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya 

sistem seperti ini, kepercayaan masyarakat terhadap pengurus RT dapat terus terjaga dan 

pengelolaan dana lingkungan menjadi lebih tertib serta bertanggung jawab. 

 

KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan di RT 01 RW 07 Desa Bangah, dapat disimpulkan bahwa cara pengelolaan keuangan 

lingkungan di wilayah tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good 

governance). Transparansi dan akuntabilitas sebagai dua prinsip utama dalam pengelolaan 

keuangan publik telah diterapkan oleh pengurus RT melalui berbagai mekanisme yang 

memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara terbuka mengenai penggunaan dana 

yang berasal dari iuran warga. 

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan RT terlihat dari informasi tentang 

pemasukan dan pengeluaran dana yang dibuka secara jelas dan disampaikan secara teratur kepada 

masyarakat. Pengurus RT secara konsisten menyampaikan laporan pembukuan keuangan setiap 

akhir bulan melalui grup WhatsApp yang terdiri dari seluruh warga RT. Melalui media tersebut, 

masyarakat dapat mengetahui secara langsung rincian penggunaan dana yang mereka bayarkan 

setiap bulan. Informasi yang diberikan juga cukup jelas karena mencantumkan berbagai jenis biaya 

yang dibayarkan oleh warga, seperti dana pengelolaan sampah, biaya keamanan lingkungan, 

kegiatan tirakatan, jimpitan, serta kegiatan sosial. Dengan adanya penjelasan yang rinci mengenai 

alokasi dana tersebut, masyarakat dapat memahami dengan lebih baik bagaimana dana yang 

mereka kontribusikan digunakan untuk kepentingan bersama. Transparansi juga terlihat dari 

kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai kondisi keuangan lingkungan. 

Menggunakan media komunikasi digital seperti WhatsApp adalah contoh inovasi yang sederhana, 

sehingga mempermudah proses memberikan informasi kepada masyarakat. Hampir seluruh warga 

dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut sehingga proses penyampaian laporan 

keuangan menjadi lebih cepat dan efisien. Perkembangan teknologi komunikasi bisa digunakan 

untuk membuat informasi lebih terbuka dalam pengelolaan keuangan di masyarakat. 

Selain transparansi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas sudah 

diterapkan dalam pengelolaan keuangan RT 01 RW 07 Desa Bangah. Akuntabilitas diwujudkan 

melalui rapat pertanggungjawaban yang dilaksanakan setiap akhir tahun dan dihadiri oleh seluruh 

warga. Dalam pertemuan tersebut, pengurus RT memberikan laporan keuangan dengan jujur 

kepada warga dan menjelaskan secara langsung bagaimana uang yang terkumpul digunakan selama 

satu tahun terakhir. Forum tersebut juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan 

pertanyaan, saran, atau kritik mengenai pengelolaan dana lingkungan. Ada forum 

pertanggungjawaban yang menunjukkan bahwa pengurus RT tidak hanya menyajikan laporan 

keuangan secara tertulis, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami 
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secara lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan lingkungan. Memastikan transparansi dan 

akuntabilitas dalam penggunaan dana publik merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh 

pihak yang diberi amanah. 

Selain itu, pengelolaan uang di RT 01 RW 07 Desa Bangah juga menunjukkan bahwa 

masyarakat turut terlibat dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Warga bukan hanya orang 

yang bayar iuran, tetapi juga bisa mengawasi dan mengevaluasi cara pengurus RT mengurus 

uangnya. Jika ada hal yang kurang jelas atau membuat bingung, masyarakat bisa bertanya langsung 

melalui grup WhatsApp atau dalam pertemuan tahunan. Mekanisme ini memungkinkan adanya 

pengawasan sosial dari masyarakat, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam 

pengelolaan keuangan dapat diminimalkan. Pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana juga 

dilakukan melalui proses musyawarah antara pengurus RT dan warga. Musyawarah adalah cara 

penting untuk membuat kesepakatan bersama mengenai berbagai kegiatan yang menggunakan 

dana lingkungan. Musyawarah yang dilaksanakan berdampak pada pengambilan keputusan yang 

tidak hanya berasal dari pengurus RT, tetapi juga berdasarkan aspirasi masyarakat secara langsung. 

Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan RT bukan hanya urusan administratif 

biasa, tetapi juga mencerminkan nilai kebersamaan dan keterlibatan masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di RT 01 RW 07 Desa Bangah telah berjalan dengan 

cukup baik. Sistem pelaporan keuangan yang dilakukan secara teratur, adanya forum 

pertanggungjawaban tahunan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan menunjukkan 

bahwa pengurus RT sudah berusaha mengelola keuangan secara transparan dan bertanggung 

jawab. Praktik ini juga menunjukkan bahwa prinsip good governance bisa diterapkan bukan hanya 

di tingkat pemerintahan besar, tetapi juga di tingkat masyarakat yang lebih dekat dengan kehidupan 

sehari-hari. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pengurus dalam mengelola keuangan RT 

dengan transparan dan akuntabel memberikan contoh yang baik dalam membangun kepercayaan 

masyarakat. Keterbukaan dalam penggunaan dana dan penggunaan anggaran yang jelas sangat 

penting untuk memastikan pengelolaan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan 

adanya kebijakan yang jelas dan transparan, pengurus dapat membangun hubungan yang baik 

dengan masyarakat, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan 

standar yang terukur. Jika informasi disampaikan dengan jelas dan masyarakat diberi kesempatan 

untuk memahami serta mengawasi penggunaan dana, maka kepercayaan masyarakat terhadap 

pengurus lingkungan akan semakin meningkat. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa praktik pengelolaan keuangan di RT 01 RW 07 

Desa Bangah telah mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang cukup 

baik. Keterbukaan informasi, pertanggungjawaban yang jelas, serta keterlibatan masyarakat dalam 

proses pengawasan menjadi faktor penting yang mendukung terciptanya pengelolaan keuangan 

lingkungan yang lebih tertib, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. 
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